BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa pemangku adat dan tokoh agama memiliki peranan yang strategis dalam
membantu penyelesaian perselisihan rumah tangga di Kelurahan Panyabungan
I1l. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan mediasi, pemberian nasihat,
serta pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai adat dan ajaran Islam dengan
tujuan utama mempertahankan keutuhan rumah tangga. Meskipun demikian,
apabila upaya perdamaian tidak membuahkan hasil, penetapan sahnya
perceraian tetap menjadi kewenangan- Pengadilan Agama sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan
bahwa praktik perceraian di luar Pengadilan Agama dipengaruhi oleh beberapa
faktor, antara lain keterbatasan ekonomi, anggapan bahwa proses peradilan
memerlukan waktu yang lama dan prosedur yang rumit, tingginya tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap pemangku adat dan tokoh agama, serta
minimnya pemahaman mengenai ketentuan hukum perceraian. Praktik tersebut
berimplikasi pada tidak adanya kekuatan hukum terhadap perceraian yang
dilakukan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian status hukum
perkawinan, persoalan pembagian harta bersama, serta kurang optimalnya
perlindungan terhadap hak-hak mantan istri dan anak. Oleh sebab itu,
penyelesaian melalui lembaga adat dan tokoh agama sebaiknya difungsikan
sebagai sarana mediasi, sedangkan penetapan perceraian harus tetap dilakukan
melalui Pengadilan Agama untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan

hak, dan tertib administrasi.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyarankan agar masyarakat
semakin meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya
melaksanakan proses perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
melalui Pengadilan Agama. Pemangku adat dan tokoh agama diharapkan tetap
menjalankan perannya sebagai mediator, pembimbing, dan pemberi nasihat
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dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sekaligus memberikan
pemahaman kepada masyarakat bahwa perceraian yang sah secara hukum harus
diputuskan oleh Pengadilan Agama apabila upaya perdamaian tidak berhasil.
Selain itu, Pemerintah Kelurahan, Kantor Urusan Agama, dan Pengadilan
Agama perlu memperkuat koordinasi melalui kegiatan penyuluhan hukum
secara berkesinambungan agar masyarakat memahami prosedur perceraian, hak
dan kewajiban para pihak, serta pentingnya pencatatan perceraian demi
terciptanya kepastian hukum. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu
mengembangkan kajian mengenai penyelesaian sengketa keluarga berbasis adat
dengan cakupan wilayah yang lebih luas, sekaligus mengkaji efektivitas sinergi
antara lembaga adat, tokoh agama, dan lembaga peradilan dalam mewujudkan

perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat.
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